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Tidak adanya kerugian secara langsung yang dialami oleh pihak yang mengajukan 

Citizen Law Suit bukan merupakan suatu alasan untuk menolak gugatan karena 

terdapat beberapa peraturan yang memperbolehkan penggugat untuk mengajukan 

gugatan meskipun tidak mengalami kerugian secara langsung. Pihak yang akan 

mengajukan gugatan dengan mekanisme Citizen Law suit harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu gugatan tersebut harus diajukan oleh warga negara yang telah 

cakap hukum dan memiliki legal standing terhadap isi gugatan. Ratio decidendi 

hakim yang menerima gugatan dengan mekanisme Citizen Law Suit mendasarkan 

pada Pasal 28 ayat 1 junto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya mengatakan bahwa hakim dapat 

melakukan rechtsvinding untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. 

Ratio decidendi hakim yang tidak mengabulkan gugatan dengan mekanisme  

Citizen Law Suit  mendasarkan bahwa Citizen Law Suit ini belum ada peraturan 

yang mengaturnya dan sebagian hakim juga menyamakan Citizen Law Suit ini 

dengan gugatan class action. Dengan adanya beberapa gugatan dengan mekanisme 

Citizen Law Suit yang diterima di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia 

menunjukan bahwa gugatan dengan mekanisme Citizen law Suit dapat diterapkan 

dalam praktek peradilan perdata di Indonesia.  
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